BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ) TAHUN 2004
TENTANG -

JGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
PADA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

imbang: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi = dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka meningkatkan

Kinerja organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
in

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tu
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas.
in

gas Jabatan dan Tatakerja pada

Daerah—daerah Kabupaten

Tengah;

dalam Lingkungan Propinsi Jawa
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Undan
8-undan,
9 Nom
Daerah (Lemy, °r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

aran Ne
Lembaran Negara Nomgara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan
Or 4337):

mor 54);

Peraturan Pemer;
emerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi
ran | Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003,
ahan Lembaran Negara Nomor 426 %)

Kepu i
Putusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan MeNomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahiun 90:5:\' Sl tententang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas (Lembaran
an Lembaran Daerah Nomor 20

Daerah Tahun 2004 Tambah
Seri D).

MEMUTUSKAN :

\ BUPAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
ATAN DAN TATA KERJA PADA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN

Mengtapkan : PERATURA
URAIAN TUGAS JAB

KEHUTANAN  DAN
BANYUMAS.
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BAB )
KETENTYAN UMUM

Pasal 1
jslam Peraturan Bupat ini yan

Daerah adalah Daerah Ka d dengan -

in
- Peme.rl tah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Banyumas:
, Bupati adalah Bupatj Banyumag: |

, Dinas adalah Dinas Kehutanan da

Banyumas;

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana

sebagian tugas Dinag Kehutanan dan Perkebunan yang wilayah kerjanya dapat
meliputi lebih dari saty kecamatan;

Jabatan fungsional adalan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan atau keterampilan tertentu serta mendasarkan pada perintah/petunjuk serta

bertanggungjawab kepada atasan.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas; o
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
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4. Sub Bagian Umym,.
2. Sub Bagian Keyap, gan ga
, : N Bj
;. Bidang Konservasi gymp D

: a
1. Seksi Rehabilitagj utan da\/aLHutan dan Lah
N Lahap:

2. Seksi Ketahanan Pangan
4. Bidang Bina Produksi gap, Pengempg
B o PrOdUkSi; Ngan, terdiri dar -
2. Seksi Pengembangan.
e. Bidang Bina Usaha dan Perizinan, tg
1. Seksi Bina Usaha;
2. Seksi Perizinan.

rdiri dari X

f. Bidang Kelembagaan dan Informasi, terdiri darj -
1. Seksi Kelembagaan dan SDM:
2. Seksi Informasi dan Komunikasi.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

P) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB il

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

pasal 3

- K
KEpa| i : Kok mengelola kewenangan di bidang kehutanan
» s mempuryal $ 5% = perundang-undangan, kebijakan umum yang

"' Perkebunan berdasarkan peraturan alam rangka optimalisasi pelayanan.
lain
*3kan oleh Bupati dan ketentuan i

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

tapan rencana d )
pene an program ker; :
efja dinas;

ngorganisasian pel
: Pelaksanagn kebijakan teknis

pembinaan dan pengawasan gj bidang Kehuta pemberian /bimbinger
nan dan

pengkoordinasian pemberian perizing Perkebunan ; ‘
Kehutanan dan Perkebunan N dan pelayanan umum di Bidang
pengarahan pelaksanaan inventarisasi

¢ arisasi, pendataan dan ' .

: penyelenggaraan pemberian informasi di Bj pemutakhiran data;

ey i Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

pelaksanaan koordinasi dengan i :

L . Instansi pemerintah dan swasta;

. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
p.ernblnaan terhadap UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang
dilimpahkan dalam lingkup tugasnya;

 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

|

Pasal 5

Lian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

menetap'kan rencana program kerja dan jadwal kegiatan Dinas sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan dan membagi tu
" dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
- menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang kehutanan dan

pedoman pelaksanaan tugas;
penyelenggaraan administrasi surat-menyurat  dan
humas dan

a Dinas,
aan kegdi

gas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

perkebunan sebagai
mengorganisasikan
kearsipan, ~perpustakaan:
perlengkapan dan rumah tangd
mengorganisasikan penyelenggardss -
perkebunan guna optimalisasi pelayanan:
mengorganisasikan pemberi
kegiatan bidang kehutanan dan per

protokol, kepegawaian serta
atan bidang kehutanan dan

pembinaan dan pengawasan
rah dan tepat sasaran;
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on :
Servasi sumber daya hutan dan lahan dalam

rangka kelestarian hutan dan lahan:

yuluhan dan penyampaian informasi

ks ngka peningkatan sumberdaya petani;

or ‘
mengorganisasikan kegiatan perbanyakan bibit kehutanan dan perkebunan
serta pengelolaan UPT Kebun Bibit Permanen;

kehutanan dan perkebunan dalam ra

memberikan rekomendasi Penandatanganan izin yang dilakukan Bupati atau
pihak lain yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan penetapan izin bidang
kehutanan dan perkebunan:

mengorganisasikan kegiatan inventarisasi pendataan dan pemutakhiran data
bidang kehutanan dan perkebunan guna optimalisasi pelayanan informasi dan
perumusan kebijaksanaan;

memberikan informasi kebijaksanaan umum bidang kehutanan dan perkebunan
kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak
langsung guna meningkatkan pemahaman pelayanan dan pengembangan
bidang kehutanan dan perkebunan;

mengorganisasikan pemberi bimbingan, pembinaan dan pengawasan tugas
Dinas yang dilaksanakan UPT, Kecamatan maupun Kantor Pelayanan
Perizinan dan Investasi melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas Dinas
efektif, efisien dan tepat sasaran,

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
Masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal

nisasi pelaksanaan tugas;

guna mencapai sinkro .
pbawahan sesuai dengan peraturan dan

s
m [ sil pelaksanaan tuga
emeriksa haslil p eh hasil kerja yang benar dan akurat;

i |
laku agar dipero
Prosedur yang ber gian kinerja bawahan guna meningkatkan

[ne . n'l
. n u aS,
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melaporkan pelaksanggy, |

‘ Qiatan Bag:
pertanggungjawabap, kegiatan: ag1an Tata Ysahg kepada atasan sebaga
melaksanakan tugas | ain ses,
. u
fjuan organisas;.

Bagian Kedua

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal ¢
fepala Bagian Tata Usahg mempunyai

: tugas pokok mengelola urusan
itatausahaan Dinas guna menunjang kegiatan

Dinas.

( Pasal 7
&raian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian di
lingkup Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
¢ melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
| masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

| memperoleh kesatuan pendapat, |
d mengarahkan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
| keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan

Dinas. administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan

gaji dan penghasilan lain pegawal sert

mengetahui permasalahan yang terjadi;
kebijakan |
dkan komunikasi yang sinergis,

dinas, rencana mekanisme kerja dan tata

a dalam pembiayaan kegiatan untuk

m i tormasi strategis Dinas kepada pihak yang
* Menyampaikan infor!

berkepentingan untuk mewuju
Mmeneliti rencana kebutuhan parangd

nggaran agar terwujudnya sinkronisasi;
a
liang kantor serta rencand
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memberikan Petunjyk enyus
pimpinan kegiatan agar dapa Unan perencanaa

: N besert
sesuai; Member; bahan a anggarannya kepada

Sulan perencanaan kegiatan yang

Kegiatan, Rencang Strateg;
tahunan, Akuntabilitag Kine
Arah  Kebijakan Umum

fa Instansi Pemeri

(AKU), ntah dan Laporannya (AKIP/LAKIP),

R s L,
| eNncana  Kinerja Tahunan, Laporan
), Daftar Skalg Prioritas serta rencana

pelaporan lainnya dari i
. = Masing-masing pimpina ' .
sinkronisasi pPerencanagn: T e o e

| melaksanakan monitorin
organisasi untuk me ° 'dan Svaluasi pelaksanaan program kerja satuan
ngetahui kesesuaiannya dengan program kerja:

i memeriksa hasil
| osodr var pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
p yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:

kmem.bc.arlkan bimbingan dan Penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum

Pasal 8

{epala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat
"enyurat dan kearsipan perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian

Serta perlengkapan dan rumah tangga dinas guna kelancaran tugas urusan umum.

pasal 9

m adalah berikut :

Uraig agian Umu
N tugas Kepala Sub Bag tan Sub Bagian Umum sebagai pedoman

4 i kegia
Menyusun rencana dan jadwal ked

Pelaksanaan tugas; 8
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membagi tugas kepada baw

p.
jawabny@ untuk kelancara, Pelaksq
nelaksanakan koordingg; e N3an tugas.

M unit kerja

5 el . at terka- <
mencapai sinkronisasi dg| am pelay It bajk

SNTEY .
dengan yraign tugas dan tanggung

masyarakat dan atay Masyarak antar ynjt kerja, dengan lembaga

Secara forma| maupun informal guna

: Sanaan tygae-
; menyelia pelaksanaan administrag; surat gas;
kehumasan,  keprotokolan adminjst 3 menyurat, kearsipan, perpustakaan,
' IStrasi
| kerumahtanggaan Dinas untuk Mengetah kepegawaian perlengkapan dan
ui

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

 memberikan penjelasan aturan kepegawaian dalam rangka pembinaan pegawai;
| memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

L melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan; ‘
| melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program

pasal 10

ram mempunyai tugas pokok mengelola

ina Prog
Kepala gup, Bagian Keuangan dan B usunan dokumen perencanaan dan

keuangan, Peny

Meksanaan  administras i kegiatan Dinas guna kelancaran urusan

. aluas
®&poran serta monitoring dan &v
-
"angan dan bina program Dina

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

_ gas: Keuangan dan Bina Program
. nembagi tugas kepada bawahan

Sesuaj :
jwabriya uniuk kelancaran pejgysy, 9engan uraian tugas dan tanggung
ugas;

& eh sinkronisasi perencanaan dan pelaporan ;
| menganalisis pendapatan daerah yang dikelola Dinas sebagai

pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan dinas:

bahan

* mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran Dinas dari
masing-masing pimpinan kegiatan agar sesuai dengan standarisasi indeks biaya
dan rencana strategis dinas;

| memeriksa administrasi keuangan dinas guna terwujudnya tertib anggaran;
menyelia pelaksanaan tugas perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

| melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan
organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja,

k memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
asil kerja yang benar dan akurat;

Prosedur yang berlaku agar diperoleh h
l’ Memberikan bimbingan dan penilaia
dfektivitas dan efisiensi pelaksanaan t:Q:S;Bagian st 5 s e
" Mela kegiatan Su
porkan pelaksanaan

- . a
kepada atasan sebagai pe”anggu.ngjawtu asnya dal

Organisas;.

n kinerja bawahan guna meningkatkan

ban kegiatan,
am rangka pencapaian tujuan

10

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Wberdaya hutan dan lahan,
/
Pasal 13

ian tugas Kepala Bidang Ko .
M 9 Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan sebagai
wnkut :
engkoordinasikan pe ,
} m ‘ g ' pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi
di lingkup Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i mengkoordinasikan pembuat konsep kebijakan teknis rehabilitasi, perlindungan
dan pelestarian sumberdaya hutan dan lahan agar adanya sinkronisasi bahan
kebijakan teknis konservasi;
{ mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan
Lahan serta Seksi Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Hutan dan Lahan

nisasi pelaksanaan kegiatan;
dan pembinaan Seksi Rehabilitasi

n dan Pelestarian Sumberdaya Hutan
diperoleh sinkronisasi dalam

guna adanya sinkro
¢ mengkoordinasikan pemberian bimbingan

| Hutan dan Lahan serta Seksi Perlindunga

dan Lahan melalui kunjungan, pengawasan agar
pelaksanaan bimbingan dan pembinaan;

! mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengd |

Lahan serta Seksi Perlindungan dan Pelestarian S

an;
Untuk membetulkan kesalanan kesalah

wasan Seksi Rehabilitasi Hutan dan
umberdaya Hutan dan Lahan

11
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| mengk°°rdinaSikan inventaris i
rehabilitasi, Perlindunga, d -
sinkronisasi pelaksangg, dan bahan

| memberi informas; kebijakan e
sumberdaya hutan qap, laha

Pendataan .
AN pelestarig » dan pemutakhiran data

n Sumberdaya hutan dan lahan guna

st MUS kebijakan;
litasi, perlindun ian
N melalyi gan dan pelestaria

dan media lainya gung Meningkati Pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat
N arus informasi :
. merencanakan operasjong : asi pelayanan;
| sungai (DAS), konservag; tan:g:tan Penghijauan, pengelolaan daerah aliran
. an air s S "
agar dapat d'pel‘tahankan kesUburan da erta rehabilitasi hutan dan lahan kritis

: . N kandun .
memberikan petunjuk kegiatan ident gan hara;

» fikasi, inventarisasi itis
" dan penangkaran i pemetaan lahan kr

tumbuhan dan satwa

langka atau dilindungi agar
keanekaragaman plasma nutfah dapat dipertahan

kan;

mengevaluasi hasil pengawasan Peénggunaan obat hama dan penyakit tanaman
serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) eksplosif agar
kerusakan sumberdaya hutan dapat dikurangi;

| mengatur kegiatan pembinaan, pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
dan ekosistemnya;

. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Seksi Perlindungan dan Pelestarian
Sumberdaya Hutan dan Lahan terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis® dan

tinjauan lapangan agar pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien ;

N melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

- isasi ksanaan tugas;
mencapai sinkronisasi pela :
" ksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesual dengan peraturan dan
- memeriksa hasi

i asi
Prosedur yang berlaku agar dlperolir;i:n aiiniinli S
i eni W m
- Memberikan bimbingan dan p
i n tugas,
efektivitas dan efisiens! pelaksanaa g

i idang
* Melaporkan pelaksanaan keqlata:aﬁggungjawaban kegiatan;
sebagal P angka pencapaian
Lahan kepada atasan o sosuel Bidang tugasnya dalam rangka pencap
* Melaksanakan tugas

Wjuan organisasi.

| kerja yang benar dan akurat;

Konservasi Sumber Daya Hutan dan

12

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Paragraf 4

_ + Produktivitas dan rehabilitasi sumberdaya
jon dan lahan serta penghjauan agar terjaga kelestariannya,

Pasal 15
bian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Hytan dan Lahan sebagai berikut :

| membu.at rencana dan jadwal kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

| menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
- dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. membuat konsep kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan mendasarkan

kondisi dan ketentuan yang berlaky sebagai bahan pertimbangan dalam
penetapan kebijakan atasan;

| menyelengarakan kegiatan rehabilitasi dan penghijauan kawasan sumber mata
air, hutan kota, sepadan sungai, turus jalan dan taman kota agar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan;

] menyiapkan bahan dan materi pembuatan dan pembinaan rehabilitasi hutan

dan lahan (RHL) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;

menyelenggarakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pembuatan zona

ingkat kekritisan lahan agar kemunduran fungsi lahan dapat dikurangi;

b menyelenggarakan kegiatan inventarisasikan, pendataan, dan pemutakhiran

data yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bahan

informasi dan analisis;

Memberi informasi kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan melalyi

Pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna meningkatkan

s informasi pelayanan;

13
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bina, Membimp;
mem ing dan
i' gan Kecamatan meg)y pe o gavas tugas dinas yang dilaksanakan UPT
pemberian pendidikan dan latih:na " petuniug Pelaksanaan, petunjuk teknis,
ges Dinas yang d'aksw‘akann efektif g lapangan agar pelaksanaan
mnelaksanakan koordingg; dalam | 9an efesien
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efektivitas dan efisiens; Pelaksanaayy g

orkan pel i
, melap pe.aksanaan kegiatan Seks; Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada
atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

I melaksanaka.n tl.Jgas l8in sesuai Bidang tugasnya dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi.

Paragraf 2
Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan dan Lahan

Pasal 16

la Seksi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan dan Lahan

)
mpunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan
servasi sumber daya hutan dan lahan beserta ekosistem didalamnya sebagai

iinber plasma nutfah.

Pasal 17
l

a3 Yraian tugas Seksi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan dan

® sebagai berikut :
“\embu:f rencana dan jadwal kegiaitan Seksi Perlindungan dan Pelestarian
Sumber Daya Hutan dan Lahan sebagsl pedoman pe'aksa"_“" ugas .
L. g : kepada pawahan sesuai dengan uraian tugas
"enjabarkan dan membagi tugas K°

naan tugas,
- tang9""91'3\4vabnya untuk kelancaran pelaksa

14
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kasi sumber mata air serta
dapat dipertahankan fungsi dan

asan :
konservasi, hutan kota, sempadan sungai serta

n
hutan dan lahan agar kerusakannya dapat dicegah,;

. menyelenggara TR
ig' oy ggarakan sosialisasi dan pembuatan demplot penangkaran satwa dan
tumbuhan yang dilindung;,

pengendalian kebakara

Pembinaan pemanfaatan peralatan perlindungan dan
pencegahan serangan OPT pada hutan dan lahan kebun rakyat agar kelestarian
satwa dan tanaman dapat dipertahankan:

h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasikan, pendataan, dan pemutakhiran data
yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan dan lahan
sebagai bahan informasi dan analisis;

. memberi informasi kebijakan teknis perlindungan dan pelestarian sumberdaya

| hutan dan lahan melalui pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan media

| lainnya guna meningkatkan arus informasi pelayanan;
| membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan

| Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
| pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas Dinas

yang dilaksanakan efektif dan efisien ;
k- melaksanakan koordinasi dalam unit .
Mmasyarakat dan atau masyarakat terkait baik seca

isasi tugas,
Mmencapai sinkronisasl pelaksanaan tug

bawa
| memeriksa hasil pelaksanaan tu,g:shas" - yang benardan akurat
diperole
Prosedur yang berlaku agar

4 n dan penilaian kinerja pbawahan guna meningkatkan
-Memberikan bimbing2@

. aan tugas:
efektivitas dan efisiens! pelaksan

kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
ra formal maupun informal guna

han sesuai dengan peraturan dan
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rrle,é,porkan Pelaksanagn kegi
f latan Sekei b, .
paya Hutan dan Lahap, kepada o Sksi Perlindungan dan Pelestarian Sumber

anakan : asan sepana
0. melaks tUgaS Ialn Sesu bagal penanggungjawaban kegiatan;

. : ; ai Bi
yjuan organisasi. Idang tugasnya dalam rangka pencapaian

Kepala Bid i
ang Bina Produksi dan Pengembangan

| Pasal 18

a Bidang Bina -
epel g Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

embinaan pengembangan produksi kehutanan dan
ebun dapat ditingkatkan.

Pasal19

Vraian tugas Kepala Bidang Bina Produksi dan Pengembangan sebagai berikut :

s mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
Seksi di lingkup Bidang Bina Produksi dan Pengembangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

t mengkoordinasikan pembuat konsep kebijakan teknis  produksi dan

pengembangan agar adanya sinkronisasi bahan kebijakjan t?knis konsen./asi;

4. mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiat?n Seksi Bina P-rodu.ks| serta
Seksi Pengembangan guna adanya sinkronisasi pela.ksanaan T(eq:an'P »

¢ mengkoordinasikan pemberian bimbingan.dan pembinaan Seksi Bina Produksi

serta Seksi Pengembangan melalui kunjun

laksanaan bimbingan dan pembinaan;
pe dan pengawasan Seksi Bina Produksi serta

mbetulkan kesalahan kesalahan;
n, dan pemutakhiran data yang

gan, pengawasan agar diperoleh

sinkronisasi dalam

mengoreksi hasil pemeriksaan
e

Seksi Pengembangan untuk m

i isasi
¥ mengkoordinasikan lnven'tansa s
berkaitan dengan produks! dan p

iigkan,
dan bahan perumus kebijaka 16

kan, pendatad
an guna sinkronisasi pelaksanaan
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—

n

mberi informag; ;.
me e Si kebuakan Stratec:
pembe onsultasi, Penyy)y . Produksi
s informasi Pelayanan, an, dikiat dan megj

mengkoordinasikan

dan pengembangan melalui
a lainnya guna meningkatkan

mefiyiepkars bar\an Penyusunan Petunjuk teknis pengembangan, produksi,
pemupukan, alsin dan pengawasan sertifikasi benih dan bibit kehutanan dan
perkebunan agar mampu mendukung produksi dan pengembangan komoditas;
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan
Seksi Bina Produksi serta Seksi Pengembangan terhadap tugas yang
dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaan tugas yang
dilimpahkan efektif dan efisien ;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal

guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas,

pelaksanaan tugas bawahan

{aku agar diperoleh hasil kerja
inerja bawahan guna meningkatkan

sesuai dengan peraturan dan

memeriksa hasil
| yang benar dan akurat;

prosedur yang ber! o
memberikan bimbingan dan penilaian

. . tugas,
efektivitas dan efisiens! pelaksanaanBidi 3 Bia oroduksi dan Pengembangan
naan kegiatan .
melaporkan pelaksa ngjawaban kegiatan;

: u
kepada atasan sebagal pertanQQ. Bidang tugasnya dalam rangka pencapaian
in sesual
melaksanakan tugas lain

Wjuan organisasi.
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€paly
Sekg INa Proq ki
F‘aSal 20
,(epa'a seksi Bina Produksi Mempunyai i
| pinaan teknis dan Manag 9as pokok mengelola penyelenggaraan

€men by di
i
repunan agar dapat menghasilkan sesua-d: Y& serta produksi kehutanan dan
I déngan potens; i
produksi.

Pasal 21
an tugas Kepala Seksi Bina Produks; Sebagai berikyt
ikut ;

membuat rencana dan jadwal kegjatan Seksi Bi

laksanaan tugas: na Produksi sebagai pedoman
pe '

nenjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

membuat konsep kebijakan teknis produksi komoditas kehutanan dan perkebunan
mendasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam penetapan kebijakan atasan;

_menyelenggarakan pelaksanaan kaj terap teknologi dan demonstrasi ploting
budidaya, analisis usaha tani, pemantauan peredaran saprodi komoditas

kehutanan dan perkebunan agar dapat diterapkan oleh petani;

.membimbing pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi anjuran,
pengawasan sertifikasi bibit/benih, pembinaan

rsuteraan alam dan pengawasan

teknis

perbenihan terhadap penangkar,

hitan rakyat, produksi perlebahan dan pe

. (3 t-
S ar produksi meningkat;
Produksi hasil hutan dan perkebunan ag —
‘Memeriksa hasil kegiatan inventarisasi data areal dan produksi, pengg

i hutan rakyat
Saprodi bidang kehutanan dan perkebunan dan wilayah pengelolaan y
I bidang kehu

%ar sesuai dengan peruntukan lahan
g’m“'")’iapkan bahan peny usunan Pe eningk
kehutan,:-m dan perkebunan dalam rar.‘g::ilz n, penda
| "Nyelenggarakan kegiatan inV?ntansoditas kehutand
" berkaitan dengan Produl® o,

baha” informasi dan analisis:

tunjuk teknis budidaya dan perbenihan

gtan produksi;
taan, dan pemutakhiran data

n dan perkebunan sebagai
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mberi informasi kebijakan,

e . tekni
|. penywuhan, diklat dan " eknis pro
a .
Jayana’ 4iNnya guna men
X eningkatkan arus informasi

duks;i
I melalyi [
elalui pemberian konsultasi,

- yang dilaksanakan efektif dan efisjgp, -

melaksanakan koordinasi dalam -
erja . .
masyarakat dan atau masyarakat terkaitbj-k' antar unit kerja, dengan lembaga
.y L ai
nencapai sinkronisasi pelaksanaan tuga secara formal maupun informal guna
. S,
emeriksa hasil pelaks ’
m sedur yang berlak anaa.n tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
pro U agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat
berikan bimbi - B axLine;
lmem- _ .lngan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
dfektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan .pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Produksi kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai Bidang tugasnya dalam rangka pencapaian

tyjuan organisasi.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan

Pasal 22

ngelola penyelenggaraan

lwala Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok me
kebunan dalam rangka

Wilasi pengembangan produksi kehutanan dan per

Mgembangan komoditas.

pasal 23
Urai an sebagai perikut :
! Mtugas Kepala Seksi Pengembangt  sels pengembangan sebagai pedoman
, ) jata
~ embyat rencana dan jadwal ked'
Plaksanaan tugas,
19
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| menyelenggarakan kegiata

N pengemban ; ; C . .
ehabilitasi, ekstensifikasi, gan pola intensifikasi, diversifikas,

b .
ersuteraan alam, perleb udidaya dan produksi hutan rakyat, perkebunan,
’ ' ahan, walet, domestifikasi satwa, agroforestry, hutan

:iizzar;i;:ka;::' :::::ﬁ' ?:j\urén f’itin9kat usaha tani, pengembangan r-uang
gsi lindung serta tugas pembantuan bidang
pengembangan  kehutanan dan  perkebunan agar sesuai dengan potensi
agoekologi lokasi;
menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan komoditas kehutanan dan
perkebunan serta rencana pengembangan sumber benih / bibit , persuteraan
alam, perlebahan dan walet agar dapat digunakan sebagai pedoman teknis;
 menyelenggarakan kegiatan inventarisasikan, pendataan, dan pemutakhiran data
yang berkaitan dengan pengembanan komoditas kehutanan dan perkebunan
sebagai bahan informasi dan analisis;

formasi kebijakan teknis pengembangan komoditas kehutanan dan
ia lainnya

. memberi in
perkebunan melalui pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan med

guna meningkatkan arus informasi pelayanan;
| membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan

Kecamatan melalui pembuatan petunjuk peé .
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas Dinas

Yang dilaksanakan efektif dan efisien ;

i i ja, antar u

' Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, ’

Masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
at dan

o . ksanaan tugas, '
kmencapa| SIS p9|a pawahan sesuai dengan peraturan dan
Memeriksa hasil pela

Prosedur yang berlaku 292" diperole

laksanaan, petunjuk teknis, pemberian

nit kerja, dengan lembaga

ksanaan tugas

h hasil kerja yang benar dan akurat;
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6mberikan bimbingan da

n i
'- (oktivitas dan efi Penila
¢

siensi pelaksanaan t
L Japorkan pelaksanaan kegiatan g -
f pertanggungjawaban kegiatan: o Pengembangan kepada atasan sebagai
ﬂ_ melaksa”ak?" tugas lain segyq Bidan

juan organisasi. 9 Wgasnya dalam rangka pencapaian

an kineri
Ugas; guna meningkatkan

Bagian Kelimg

Kepala Bidang Bina Usaha dan Perizinan

Pasal 24

la Bidang Bina Usaha dan Perizinan mempunyai tugas pokok mengelola
jatan fasilitasi pengembangan usaha, pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta
ngelolaan perizinan dibidang kehutanan dan perkebunan, pemasaran hasil hutan
n kebun serta penatausahaan hasil hutan dalam rangka peningkatan usaha

utanan dan perkebunan.

Pasal 25

h'aian tugas Bidang Bina Usaha dan Perizinan sebagai berikut :
kan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup

pedoman pelaksanaan tugas;
awahan sesuai dengan uraian tugas

i mengkoordinasi
Bidang Bina Usaha dan Perizinan sebagai
) menjabarkan dan membagi tugas kepada b .
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran ?elaksanaén tugas;
“ mengkoordinasikan pembuat konsep kebijakan teknis pen(gj;embang.;a:?r uéahé
dan perizinan bidang kehutanan dan perkebunan agar adanya sInKronisasi

bahan kebijakan teknis konservasi;

kegiata
Mengkoordinasikan penyelenggarakan g el
nkronisasi pelaksanaan g ;

imbingan dan pembinaan Seksi Bina Usaha
pim

kunjungan, pend
embinaan,

n Seksi Bina Usahai serta Seksi

Perizinan guna adanya S

e. .
Mengkoordinasikan pemberian

. - melalui
Serta Seksi Perizinan _mpingan dan P

i ; ; naan
Sinkronisasi dalam pelaksa 21

awasan agar diperoleh
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. mengkoordinasikan pengesahan rencana p

 mengkoordinasikan pengembangan

engoreksi hasil pemeriksaan .

perizinl untuk membetyiq, kesa PeNgawasan seks; Bina Usaha serta Seksi

ik . ’ saha serta Seksl
mengkoordlnaSIkan Nventarisagiy an kesalahan:
an ,

aitan dengan pen ' Pendat
perk P gembangan u 3an, dan pemutakhiran data yang

. . a i .
men gkoordinasikan  kegiatan N arus informasi pelayanan;

. engawasan, evaluasi dan
emasaran hasil hutan d g '
p an kebun agar Petani memperoleh harga yang wajar;

koordinasikan 6 s
:;:T;gdan non kayu. p:;::f;;:n /h;e!<0mendasi ;?emanfaatan hasil hutan
_ . sil hutan (ceking, cruising dan laporan
hasil cruising), pemberian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan serta izin
usaha pemanfaatan kawasan dalam rangka kelestarian hutan;
mengkoordinasikan pemungutan, pemantauan dan pemanfaatan dana provisi
sumber daya hutan dalam rangka pengembangan hasil hutan;
mengkoordinasikan pengawasan lalu lintas angkutan hasil hutan kayu dan non
kayu serta pemantauan, pengawasan dan penertiban perdaran kayu ilegal

dalam rangka kelestarian hutan;
emenuhan bahan kayu industri

pengolahan hasil hutan bagi industri pengolahan kayu hulu yang sumber bahan

bakunya berasal dari Kabupaten Banyumas dalam rangka kelangsungan usaha;
usaha dibidang kehutanan dan perkebunan

katan produksi;
binaan, bimbingan dan pengawasan

gas yang dilaksanakan

bersama kelompok tani untuk pening

mengkoordinasikan pelaksanaan pem

: 7 terhadap tu

Seksi Bina Usaha serta Seks! Perizinan - .

UPT dan K tan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis
ecama

ilimpahkan efektif dan
%n tinj agar pelaksanaan tugas yang dilimpa
injauan lapangan

eﬁSien X

Melaksanakan koordinasi dal

rkait bal
Masyarakat dan atau masyarakat © as,
pelaksanaa” tuges:

Qung . isasi
me sinkron!
ncapai 55

antar unit kerja, dengan lembaga

it kerja, .
am unit mal maupun informal

k secara for
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gmeriksa hasil pelaksanaa
. u
f prOsedur yang berlaky agq, dipe Qas bawahap,

memberikan bimbingan den roleh

sesuaj

i eri Suai dengan peraturan dan

i T yang be

[ P - Penilajg nar dan akurat;
efekuvutas n efisiens; Pelaks

n kinelja
3N3an tugas;

. latan Big
ang Bj
gtasan sebagal pertanggungjaWaban kegigt Bina Usaha dan Perizinan kepada

atan; ‘

melaksanakan tugas lain g .
juan organisasi. 9asnya dalam rangka pencapaian

bawahan g :
una m
melaporkan pelaksanagn keg aningkaten

Paragraf 1
Kepala Seks; Bina Usaha

Pasal 26

gala Seksl Bina Usaha mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan
ngembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan dalam rangka peningkatan
adapatan petani.

Pasal 27

aan tugas Kepala Seksi Bina Usaha sebagai berikut :

membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Bina Usaha sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tug
k kelancaran pé
n teknis pengemban
ndisi dan ketentuan

san;
dan analisa usaha kehutanan dan

sebagai bahan penyusunan

as kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

laksanaan tugas;
gan usaha kehutanan dan

yang berlaku sebagai bahan

%an tanggung jawabnya untu
Membuat konsep kebijaka
Perkebunan mendasarkan ko
Prtimbangan dalam penetapan kebijakan ata
'menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan -
Mrkebunan dan usaha kehutanan dan perkebun

Poteng; PAD; < asi dan penyajian data potensi dan
'"‘enyelenggarakan kegiatan inventars —ebunan dalam pengka penggalian

ielembagaan aneka usah@ keht
Vestagi, 23
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glenggarakan kegiatap, B
L enr); angka PeNgembangs asilitag; PeManfaatan sumber dava alam dan buatan
~ lenggarakan kegj " 8neka Usahg ke e
ele Qlatan anan dan perkebunan;
0‘ meny g p9ngembangan s perkebu
" ghutanan an perkebunan dalam rg S€s dan pembinaan aneka usaha

;gbagai bahan informasi dan analisis;
nemberi informasi  kebijakan teknis pen
perkebunan melalui pemb

quna meningkatkan arus i

gembangan usaha kehutanan dan

erian k i
‘_’”SUltaSl. Penyuluhan, diklat dan media lainnya
nformas; Pelayanan:

. - Juk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas Dinas
yang dilaksanakan efektif dan efesien -
|nelaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

dfektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,
melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha kepada atasan sebagai

rertanggungjawaban kegiatan;
Melaksanakan tugas lain sesuai Bidang tugasnya dalam rangka pencapaian

luan organisasi.

paragraf 2
Kepala Seksi Perizinan

pasal 28

tugas pokoK mengelola pemberian rekomendasi
i tug

an peluang pengembangan pasar
ka kelangsungan usaha .

da

npenga iinan  analisi
wasan perijinan, lam rang
a

itas kehutanan dan Perkebunan 24
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i uat rencana ¢ bagai berikut
b e N Jadwal kegiata -
pelaksanaan tugas; N Seksi Perizinan sebagai pedoman

niabarkan dan membaqi
e . 9" lugas kepada
4an tanggung jawabnya untyk kelancaran pe
_ membuat konsep kebijakan teknis pem
pengembangan pasar kehutanan dan pe

ketentuan yang berlaku sebaga; bahan
kebijakan atasan,

berian rekomendasi perizinan dan
rkebunan mendasarkan kondisi dan
pertimbangan  dalam penetapan

imenyel.enqgarakan .kegiatan Pemberian rekomendasi dan pengawasan perizinan
industri primer hasil hutan, rekomendas; tebang pohon diatas tanah milik dan
diluar kawasan hutan, rekomendas; angon lebah, penangkaran lalu lintas satwa,
budidaya walet, budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta usaha
pemanfaatan kawasan dalam rangka kelestarian hutan dan satwa;

) menyelenggarakan kegiatan ceking cruising dan laporan hasil cruising serta
pemungutan dan pemantauan dana provisi sumber daya hutan dalam rangka
kelestarian hutan;

menyiapkan bahan perangkat hukum dibidang perizinan usaha komoditas
kehutanan dan perkebunan guna legalitas hukum usaha kehutanan dan

perkebunan;
Lﬂ- menyelenggarakan kegiatan penyusunan analisis dampak lingkungan dalam

rangka kelestarian hutan;

h Mmenyelenggarakan kegiatan inventarisasikan, pendataa
¥ang berkaitan dengan perizinan usaha kehutanan dan perkebunan sebagai

 %3han informasi dan analisis;

' Memberi informasi kebijakan teknis P
Melalui pemberian konsultasi, penyuluhan,

_ Meningkatkan arus informasi pelayana"f

- Membina, membimbing dan mengawas!

juk pelaks
Kecamatan melalui pembuatan p-etunh:lk:pangan agar pelaksanaan tugas Dinas
Penici ihan serta kuniung@
an dan latihan $

) ien,
Yang dilaksanakan efekif dan efisié

n, dan pemutakhiran data

erizinan usaha kehutanan dan perkebunan
diklat dan media lainnya guna

tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
anaan, petunjuk teknis, pemberian

25

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

plaksanakan koordingg; dalg
m

b masyarakat dan atay Masyarg
mencapai sinkronisasi Pelaks

Kat terka b
an

+ antar ynit kerja, dengan lembaga

aik sg
Qan tugas- Cara formg| maupun informal guna

| pertanggungjawaban kegiatan; ksi. Perizinan kepada atasan sebagai

.melaksanakan tugas lain Sesuai Bigan
juan organisasi.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Kelembagaan dan Informasi

Pasal 30

pala Bidang Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas pokok pokok
ngkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani, sumberdaya
nusia serta kelembagaan petugas dan petani dalam rangka peningkatan kualitas

[umber daya dan kelembagaan petani.

Pasal 31

rmasi sebagai berikut :

raig i elembagaan dan Info
Ntugas Kepala Bidang K jadwal kegiatan Seksi di lingkup

] - unan rencana dan
Mengkoordinasikan penyus ai pedoman pelaksanaan tugas;

i asi sebagd
b Bldang Kelembagaan dan Infor™ ada pawahan sesuai dengan uraian tugas
' Menjabarkan dan membagi tugas kep

laksanaan tugas;
%n tanggung jawabnya untuk kelancaran p:ebijaka“ teknis  pengembangan
kBlngkoordlnasman pembsi * dang kehuta nan dan perkebunan agar adanya
®lembagaan dan informa

Snkronisasi bahan kebijakan tekn

is konservast
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engkoordlna&kan penyelen

¢ sumberdaya Manusig Bl 9Qarakan

' Seksi Kelembagaan dan
_onisasi pelaks . I Informac:
5|nkron P anaan keQ'ﬂtan; masi dan Komunikasi guna adanya

engkoordinasikan Pemberi L
.;”an sumberdaya Manusiaans blmblngan dan Pembinaan Seksi Kelembagaan
kunjungan, péngawasan agaerrtad- Seksi Informasi - gan Komunikasi melalui
. . Iper : .
| pimbingan dan pembinaan: Perolen Sinkronisasi dalam pelaksanaan

f

mengoreksi hasil - pemeriksagp, dan
gumberdaya Manusia sertg Seks;
kesalahan kesalahan;

» Pengawasan Seksi Kelembagaan dan
Ormasi dan Komunikasi untuk membetulkan

oordinasikan | .
mengk mventansasnkan, Pendataan, dan pemutakhiran data yang

- _ _ an bahan perumus kebijakan;
| member informasi kebijakan strategis Pengembangan kelembagaan dan informasi
hidang kehutanan dan perkebunan melalui pemberian konsultasi, penyuluhan,
dikiat dan media lainnya guna meningkatkan arus informasi pelayanan;
mengkoordinasikan penyusunan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan
dalam rangka peningkatan sumberdaya petani;
mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan petani, penyebarluasan
informasi, supervisi dan monitoring penyuluh serta penilaian angka kredit bagi
penyuluh dalam rangka sinkronisasi penyuluhan;
mengkoordinasikan kegiatan analisa data, informasi harga pasar, promosi dan
pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan nilai

tambah produksi;

| mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bi . orS!
Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia serta Seksi Informasi dan Komunikasi

tel'hadap tugas yangd dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan

Petunjuk pelaksanaan, petuniuk teknis dan tinjauan lapangan agar peiiksanaan
pelaks :

. jen;
Wgas yang dilimpahkan efektif dan eﬁ_SIe ia antar unit K
. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, el megA Il i
t te
Masyarakat dan atau masyaraka
aan tugas:

mbingan dan pengawasan Seksi

erja, dengan lembaga

rkait baik secar

. . n
Mencapai sinkronisasi pelaks@
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iksa hasil pelgi
emen Sanaa
; rﬂose dur yang berlaky, - d.n tugas Wahap |
r ikan bimbi 'Peroleh hasil e SeSuai dengan peraturan dan
- _gmbefl Ingan dan . il kerja yang benar g .
Ly . itas dan efisiensi €nilg r dan akurat;
ofektiV NSi pelaksg

AN kingri
Naan tugas: A bawahan guna meningkatkan
rne,gporkan pelaksanaan kegiatan as

1

b . _ idan
gtasan sebagai pe”anggungjawaban keg-gt Kelembagaan dan Informasi kepada
- latan;
jaksanakan tugas |[ajn . ,
me . . Sesugj Bldang "
yan organisasi. 9asnya dalam rangka pencapaian

1’ .
]
Paragraf 1
Kepala Seksi
p eksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 32

sala Seksi Kelembagaan dan gppm mempunyai tugas pokok mengelola

jyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan teknis petani dan petugas dalam rangka
ingkatan sumberdaya manusia.

Pasal 33

#aian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia sebagai berikut :
membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya

Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; |
! membuat konsep kebijakan teknis peningkatan sumberdaya petani dan petugas
ehutanan dan perkebunan mendasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku

_ _ etapan kebijakan atasan;
sébagai bahan pertimbangan dalam pen
: Y p rogram dan pelaksanaan penyuluhan guna
Tenyelenggarakan penyusunan P i dan petugas;
: ) etani '
Fnenmgkatkan kualitas sumberdaya p inaan kepada petani, kelompok tani dan
. m
It menyelenggarakan pelatihan dan pé kebunan dalam rangka meningkatkan
Mugas bigang kehutanan 4" P°

' Mngetahuan dan ketrampilan: < ian angka kredit bagi petugas penyuluh

[ . enilal
j dan P ghatken kinerja;

"eNyelenggarakan supervis

enin
kehutalhan dan perkebunan guna M
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iapkan ba
o y,ap'ka han dan Materi pep,
4 tekﬂolog' baru agar transfer tekn Y‘elengga,.aan

0
peryelondgarakan pengeiey egl %apat dilaks
4 cbikan teknis; "Pustakaan p,

Pelatihan teknis dan penerapan
anakan;

Nas sebagai bahan penyusunan

qumberdaya manusia bidang ek

sultasi, penyuluhan, g;
i : diklat gan Media lainnyg :
pformasi pelayanan; guna meningkatkan arus

yang dilaksanakan efektif dan efisien ;

nelaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:
memberikan bimbingan dan penilaian kinerjia bawahan guna meningkatkan
Hektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya

Manusia kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
| Nelaksanakan tugas lain sesuai Bidang tugasnya dalam rangka pencapaian

Wuan organisasi.

Paragraf 2

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi

pasal 34

’ mempunyai tugas pokok mengelola

';Dala Seksi Informasi dan Komun
*garaan penyampaian informas

kasi
 pidang kehutanan dan perkebunan.
[
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PaSa|

. 35

as Kepala Seks

Urﬂian tUg I.InformaSi q
’ npuat rencana dan jadwa ke

} Ldoman pelaksanaan tugas:

an K

OmUnika .
Qlatan gg Sl sebagai berikut -

ksi | )
Nformasi dan Komunikasi  sebagai

b

N

: memb“at konsep kebijakan teknis
en S

grkebunan mendasarkan kondis;i PeNyampaian informasi kehutanan dan

p " ketentuan yang berlaku sebagai bahan

bijakan atasan;

gn tanggungd Jawabnya untyi kelancaran pe, v:ahan sesuai dengan uraian tugas
Claksanaan tygas:
gas;

perimpangan dalam penetapan e

elenggarakan pema
meny Pemantauan, Pengumpulan, pengolahan, analisa dan

mpaian informasi bi
penya P bidang kehutanan dan perkebunan melalui media cetak

dan elektronik dalam rangka penye _ _
elenggarakan pemant Yebarluasan informasi kepada masyarakat,

neny : auan dan penyampaian informasi dan analisis harga

pasar, PromOS| dan pemasaran serta fasiltasi pasar lelang komoditas kehutanan

dan perkebunan agar petani memperoleh harga yang wajar;

nenyelenggarakan kegiatan inventarisasikan, pendataan, dan pemutakhiran data

iehutanan dan perkebunan sebagai bahan informasi dan analisis;
memberi informasi kebijakan teknis kehutanan dan perkebunan melalui pemberian
lonsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna meningkatkan arus

informasi pelayanan,

membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT
petunjuk teknis, pemberian

dan

Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,
sndidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas Dinas

fang dilaksanakan efekif dan efesien o, e
Miksanakan koordinasi dalam unit Keri2 antar unit kerja, dengan [embags

Masyarakat dan atau ma syarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

"encapai sinkronisasi pelaksanaan tugas, ]
Mmeriksa hasil pelaksanaan tugas b?wa'::nyang
Ysedur yang berlaku agar diperoleh -haSILi'(:ejrja v
Mmberikan bimbingan dan penilaian -' |
Totivitag dan efisiensi pelaksanaa; t::a;f ormasi dan Komunikasi kepada atasan
"aporkan pelaksanaan kegiaten >

Hag pertanggungjawab@

esuai dengan peraturan dan

penar dan akurat;
han guna meningkatkan

egiatan’
n ked 30
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poanakan fugas
f

lai
ganisasi " sesual Bidang
0N ; tuga
Muaf' 9asnya dalam rangka pencapaian

ian tugas jabata
Uraia gas J n berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlakuy;

. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

pasal 37

W Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

"Bupati

pasal 38
oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang,

s . .m in
masing dipimP Dinas, sedangkan Sub

awab kepada Kepala
sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing-

pada Kepala Bagian dan Kepala

%an dan Bidang masing-

angberada di bawah dan pertanggund
kn g o oleh Kepald
an Seksi dipimpin O ungjawab ke

"y berada di bawah dan bertandd

¥¥ang membawahinya-
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batan F Pesal -
10 dipimpin oleh seorg apat dibag; dalam Sub-sup Kk ing-
i P N tenagg fungsio ub Kelompok yang mas
'“‘n dituﬂi“k oleh Kepala Dinas, nal yang
p

, Paling senior kepangkatannya
L

Pasal 40

| laksanakan tuga
jam T(ee el Bagiga nsnli,a, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala
o ' "OPala Seksi serta Para Pejabat Fungsional pada Dinas

n dan Perkebun i
ytan@ an  wajib Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

onisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan

sing-masing maupun dengan Instans; lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 41

| Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas.

) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari

3) Setiap laporan
PP kan sebagai bahan untuk penyusunan

bawahannya, wajib diolah dan diperguna
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
ng-masing kepada atasan, tembusan

Satuan Organisasi lain yang secara

petunjuk kepada bawahan.

¥ Datam menyampaikan laporan mas!
: a
laporan wajib disampaikan kepad

. ria.
fungsional mempunyai hubungan kefl
. rganisasi dibantu oleh
(s) setiap Pimpinan Satuan Org ' il
Dalam melaksanakan tugas: dan dalam rangka pemberian bimbingan

. a
Satyan Organisasi di bawahny iibm engadakan rapat berkala.
Wi

. ~_masing
keDada bawahan masingd ma 32
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KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
dincian tugas jabatan struktural ¢
jtetapkan lebih lanjyt dengan
ormasi jabatan yang ditetapkan
’embentukan sub-syp kelomp

lengan Peraturan Kepala Din
erja;

ok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut
as berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
| yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

iatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 45

ran ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
ran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

padatanggal 9 | DEC 2004
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